
 

 

 

BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  

NOMOR  627  TAHUN 2022 

 

TENTANG 

PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA 

UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL 

 

BUPATI BANTUL, 

Menimbang   : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditunjuk Kepala 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 

Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 

Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara 

Umum Daerah Kabupaten Bantul; 

Mengingat       1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 

8 Agustus Tahun 1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 59); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SATUAN 

KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT 

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM 

DAERAH KABUPATEN BANTUL. 

KESATU : Menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan 

Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagai Kepala Satuan Kerja 

Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah dan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul. 

 



KEDUA : Tugas Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU yaitu: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan 

keuangan daerah; 

b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD, dan rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan  

e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

KETIGA : Tugas Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku 

Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU yaitu: 

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan 

dan pengeluaran kas daerah; 

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 

f. menetapkan anggaran kas dan surat penyediaan dana; 

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan 

atas nama pemerintah daerah; 

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 

daerah;  

i. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan 

dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

j. mengelola invenstasi; 

k. melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah 

Pencairan Dana; 

l. membuka rekening kas umum daerah; 



m. membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran; dan 

n. menyusun laporan keuangan daerah sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan 

Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada 

Bupati Bantul. 

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan 

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Bantul. 

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023. 

 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 30 Desember 2023 

BUPATI BANTUL, 

 

ttd 

ABDUL HALIM MUSLIH 

 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.: 

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY; 

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 

3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bantul; 

5. Yang bersangkutan. 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 


